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ABSTRAK 
GIDEON SAREONG TANGKO (B111 09 347), Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Dalam Buku Pelajaran 
Sekolah Di Kota Makassar, dibimbing oleh Aswanto dan 
Kaisaruddin Kamaruddin. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan termuatnya kejahatan pornografi dalam buku pelajaran 
Sekolah Dasar di kota Makassar, dan upaya-upaya penanggulangan 
untuk mencegah termuatnya kejahatan pornografi  dalam buku pelajaran 
sekolah oleh aparat kepolisian. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Negara  Republik Indonesia 
Daerah Wilayah Sulselbar Sektor Tamalanrea, Dinas Pendidikan Kota 
Makassar, SD Inpres Tamalanrea 1, SD Kristen Elim Makassar, dan 
Penerbit Yudistira untuk peneltian lapangan, serta Perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan. Metode yang dilakukan oleh 
Penulis adalah metode penelitian kepustakaan, selain itu penulis juga 
melakukan metode penetian lapangan, dilakukan dengan wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
terhadap narasumber. 
 
Hasil yang Penulis diperoleh dalam melakukan penelitian ini 
adalah : (1) faktor-faktor yang menyebabkan termuatnya kejahatan 
pornografi dalam buku pelajaran sekolah di kota Makassar antara lain 
Faktor ketidaktelitian tim penyusun buku dalam menyusun materi buku 
pelajaran sekolah, kurangnya pengawasan dari dinas pendidikan 
terhadap isi materi buku pelajaran , faktor  penerbit kurang mengetahui 
kurikulum pendidikan yang berlaku, faktor adanya motif ekonomi untuk 
memperoleh keuntungan  serta adanya maksud/niat memperkenalkan 
pada anak materi-materi pornografi sejak dini. (2) upaya-upaya 
penanggulangan untuk mencegah termuatnya kejahatan pornografi  
dalam buku pelajaran sekolah oleh aparat kepolisian antara lain meliputi 
upaya yang bersifat pre-emtif, upaya yang berifat preventif dan upaya 
yang bersifat represif. Seluruh hasil formulasi dari data yang ada , 
merujuk pada kesimpulan  dan saran yang bersifat membangun mulai 
dari pemerintah agar mengeluarkan aturan yang tegas mengenai buku 
pelajaran, aparat kepolisian terkait penanganan terhadap pornografi, 
dinas pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap sarana dan 
prasarana penunjang proses belajar mengajar, pihak penerbit dalam 
proses penebitan buku, sampai kepada lingkungan sekolah serta 
masyarakat luas agar mengenali, mewaspadai dan menghindari hal-hal 
yang terkait dengan pornografi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial 
adalah amanat yang sangat mulia yang tercantum dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451. Salah satu perwujudan  
dari amanat mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui sarana 
pendidikan. 
Pendidikan  merupakan suatu hal yang sangat berharga sehingga 
menjadi sebuah kebutuhan. Dalam proses belajar-mengajar perlu adanya 
sebuah aturan yang mengatur serta  melindungi sistem pendidikan yang 
ada di Indonesia . Tata kehidupan masyarakat Indonesia tampak secara 
umum dalam konteks keberlakuan hukum secara menyeluruh (pluralisme 
hukum) 2 berdasarkan Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia 
adalah Negara Hukum”3, karenanya pedidikan dalam hal proses belajar-
mengajar harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia . 
                                                           
1 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
2 Abdullah Marlang Dkk , Pengantar hukum Indonesia, cet  2 (makassar: ASPublishing, 
2011),hlm.9. 
3 Pasal 1(3)  UUD NRI Tahun 1945 
2 
Pancasila sebagai simbol sekaligus  dasar negara yang hakiki dimana 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi cerminan dan panutan 
seluruh aspek kehidupan segenap warga negara Indonesia, baik dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, 
sistem pendidikan nasional di Indonesia, baik pendidikan formal maupun 
non formal  harus bersumber pada Pancasila. 
 Dewasa ini, kualitas dari suatu negara itu tercermin dari seberapa 
besar penduduknya mengenyam suatu pendidikan dan seberapa 
berkualitasnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk 
proses belajar-mengajar. Pendidikan di Indonesia saat ini semakin 
mengalami kemajuan dan perkembangan. Menyikapi hal tersebut, 
Undang-Undang nomor  20  tahun 2003 tentang sistem pendidikan hadir 
sebagai pelindung hukum untuk mengatur dan mengontrol setiap unsur di 
dalamnya termasuk kurikulum yang digunakan dalam proses belajar- 
mengajar dan untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia di 
antaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
Hukum sudah berpihak kepada pendidikan di Indonesia, namun masih 
banyak permasalahan yang perlu dibenahi dari pendidikan di Indonesia. 
Keterpurukan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator 
berikut: angka putus sekolah yang tinggi di mana Indonesia berada di 
peringkat ke-69 dari 127 negara dalam Education Development Index, 
sebanyak 1,3 juta anak terancam putus sekolah 4, tawarun antarpelajar, 
                                                           
4 http://indonesiaberkibar.org di akses 17 februari 2013 pukul 19:20 
3 
banyak gedung sekolah yang tidak layak digunakan untuk proses belajar-
mengajar, kekerasan guru terhadap siswa yang kian marak serta masalah 
buku pelajaran yang dinilai bertentangan dengan hukum dan tidak layak  
untuk dipelajari terutama oleh siswa Sekolah Dasar (SD) maupun siswa 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekaligus menjadi permasalahan 
pokok dalam penulisan ini bahwa buku pelajaran sekolah yang kerap diisi 
materi yang tidak semestinya, seperti tulisan dan/atau gambar yang  
mengacuh pada kejahatan pornografi. 
Kasus tentang pornografi tidak hanya sebatas pada penyebaran video 
porno semata yang dikomersialkan, namun rana dunia pendidikan juga 
menjadi sasaran dari beredarnya luasnya kasus ini, misalnya di SD Negeri 
1 Sabilambo Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, ditemukan  buku 
yang berjudul ensiklopedia dimana dalam buku tersebut terdapat gambar  
orang dewasa yang menampilkan sosok wanita telanjang dan pria 
telanjang terselip di halaman 411 buku tersebut5 . Di Kabupaten Batang, 
Jawa Tengah, terdapat buku pelajaran yang memuat materi pelajaran 
berbau porno, dan tidak pantas untuk diajarkan pada siswa kelas V SD. 
Materi buku pelajaran tersebut dinilai terlalu vulgar mengajarkan seputar 
alat kelamin pria dan wanita. Selain itu juga terdapat materi tentang 
hubungan pria dan wanita, hingga terjadi pembuahan oleh sperma6. 
Contoh kasus tersebut, tidak dapat dipungkiri terjadi di daerah lain di 
Indonesia. 
                                                           
5 http://www.makassartv.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9818:gambar-
porno-beredar-di-buku-pelajaran-sd-di-kabkolaka&catid=34:berita-daerah&Itemid=58. di akses 
17 februari 2013 pukul 19:45 
6
 http://jogja.okezone.com/read/2012/12/08/513/729420/buku-pelajaran-sd-berbau-porno-
orang-tua-protes-sekolah . diakses 17 februari 2013 pukul 20.03 
4 
Masalah ini perlu diteliti, dibahas dan dipecahkan  apa yang menjadi 
penyebab kasus tersebut  mulai dari penulis atau tim penyusun suatu 
buku pelajaran, pihak penerbit, distributor, maupun pihak pengajar yang 
ada di sekolah  serta kurikulum pelajaran yang sedang diberlakukan 
karena masalah seperti pada contoh kasus sebelumnya mengarah pada 
tindak pidana . Sementara itu, seperti yang kita ketahui bahwa pornografi  
merupakan salah satu jenis tindak pidana yang melanggar ketentuan-
ketentuan dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 
mana diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal  532 angka 3 dan pasal 
533 (1),(2) dan (3).  
Setelah pornografi diatur dalam KUHP tersebut, kemudian disusul 
beberapa  peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 
perlindungan terhadap siswa sekolah serta generasi bangsa dari 
pengaruh pornografi seperti Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 
Tentang Pornografi, Undang-undang nomor  20 Tahun 3003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 
Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang nomor 39 Tahun  
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. 
Semua aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan agar 
dapat melindungi pendidikan di Indonesia dan generasi muda bangsa 
secara khusus dari pengaruh pornografi serta sunguh-sungguh dapat 
diaktualisasikan dalam kehidupan untuk menjamin anak tidak mempelajari 
5 
materi yang tidak semestinya untuk usianya dan agar anak dapat 
bertumbuh dan berkembang secara layak, sehat jasmani dan rohani 
Pemerintah harus lebih serius dalam upaya mengetahui faktor-faktor 
penyebab dan melindungi pendidikan di Indonesia dari kontaminasi 
pornografi dalam buku pelajaran sekolah khususnya bagi siswa Sekolah 
Dasar dengan sikap yang lebih tegas dalam mengimplementasikan 
aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum dalam dunia 
pendidikan. Di samping itu, aparat penegak hukum harus betul-betul 
menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang mencampurbaurkan 
sistem pendidikan dengan pornografi. 
Undang-undang hanya akan menjadi produk yang tidak berguna dari 
pembuat undang-undang jika tidak memberi pengaruh yang positif  dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan  dan tidak  bisa menekan angka 
kejahatan  pornografi dalam buku pelajaran sekolah. Oleh karena itu, dari 
uraian diatas penulis akan mengkaji tentang faktor-faktor apa yang 
menyebabkan pornografi kerap kali muncul dalam buku pelajaran sekolah 
dan solusi terhadap permasalahan tersebut, yang dituangkan melalui 
sebuah karya ilmiah hukum dengan judul “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Pornografi Dalam Buku Pelajaran Sekolah” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut,  maka akan dikaji 
beberapa permasalahan dalam penulisan ini. Adapun rumusan masalah 
yang akan dikaji adalah : 
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1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan termuatnya kejahatan 
pornografi dalam buku pelajaran sekolah di kota Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan untuk mencegah 
termuatnya kejahatan pornografi  dalam buku pelajaran sekolah 
di kota makassar? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan termuatnya 
kejahatan pornografi dalam buku pelajaran sekolah di kota 
Makassar ? 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan untuk 
mencegah termuatnya kejahatan pornografi  dalam buku 
pelajaran sekolah di kota Makassar ? 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsi terhadap 
penerapan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan 
perkembangan hukum di Indonesia khususnya tindak pidana 
kejahatan pornografi dalam dunia pendidikan 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 
referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan 
bagi penulis sendiri pada khususnya dalam menambah 
pengetahuan tentang ilmu hukum 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan 
penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia, khususnya 
perhatian yang ekstra terhadap dunia pendidikan dari unsur 
pornografi yang termuat dalam buku pelajaran sekolah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Sebagai suatu bagian bidang ilmu dari hukum pidana, kriminologi 
mempelajari sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada 
umumnya turut mempengaruhi serta mempelajari cara-cara memberantas 
kejahatan tersebut. Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam 
hukum pidana positif,  kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap 
tingkah laku yang merusak tatanan norma-norma hukum yang ada (dalam 
arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut.  
Kriminologi mengartikan kejahatn sebagai gejala dalam masyarakat yang 
tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuan-
ketentuan yang tertulis. 
Seorang ahli antropologi berkebangsaan Francis, P. Topinar (1830-
1911)  adalah yang pertama kali mengenalkan nama kriminologi , dimana 
kata kriminologi terdiri dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari “crime”  yang 
berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi 
krimonologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.7 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan secara menyeluruh. Oleh karena itu,  banyak 
                                                           
7 A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 1 
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sarjana dan pakar hukum yang mencoba memberikan defenisi kriminologi 
di antaranya : 
1. Edwin H. sutherland mengartikan kriminologi sebagai “is the 
body of knowledge regarding deliquency and crime as social 
phenomena”  (kriminologia adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala 
sosial).8 
2. W.A. Bonger mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu 
penegtahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan 
seluas-luasnya.9 kemudian Bonger membagi kriminologi ini 
menjadi kriminologi murni yang mencakup10: 
a) Sosiologi Kriminal 
Sosiologi kriminal merupakan  ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin 
menjawab sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan 
dalam masyarakat. 
b) Psikologi Kriminal 
Psikologi kriminal  adalah ilmu pengetahuan tentang 
penjahat dilihat dari sudut pandang jiwanya. 
c) Antropologi Kriminal 
Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya 
                                                           
8 Ibid.,hlm 1-2 
9
 Ibid. 
10 Santoso T,2001, kriminologi,raja grafindo persada, Jakarta, hlm9 
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mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada 
hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan 
seterusnya. 
d) Psikopalogi dan Neuropatologi Kriminal 
Psikopalogi dan Neuropatologi Kriminal merupakan ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa. 
e) Penologi 
Penologi merupakan ilmu tentang tumbuh dan 
berkembangnya hukuman. 
3. J. Constant memberikan defenisi kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.11 
4. Paul Moedigdo Moeliono merumuskan kriminologi merupakan 
ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
masalah manusia.12 
5. WME. Noach  memberikan defenisi kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-
akibatnya.13 
6. Menurut Van Bemmelen, kriminologi adalah layaknya “The King 
Without Countries” sebab daerah kekuasaanya tidak pernah 
ditetapkan. 14 
                                                           
11 Loc.Cit. 
12 http://www.negarahukum.com. diakses 19 Februari pukul 13.36 
13
 Loc.Cit. 
14  Romli, A, Krimninologi, mandar maju, Bandung, 1997. hlm 2 
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Menurut Abdullah Marllang, Suatu tindakan (perbuatan) yang 
bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukuman adalah merupakan objek dari setiap 
unsur-unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana.15 Tidak ada 
suatu ilmu yang memiliki suatu objek formal yang sama, sebab jika 
ditemukan objek formalnya sama, maka dipastikan ilmu itu sama. Oleh 
karena itu, ada beberapa objek yang menjadi kajian dari  kriminologi yang 
terdiri dari kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan 
melanggar hukum dan pelaku kejahatan.16   
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Edwin H. Sutherland, kriminalogi terdiri dari 3 (tiga) bagian 
utama17 yaitu : 
1. Etiologi Kriminal, sebagai usaha secara ilmiah untuk mencari  
sebab-sebab kejahatan. 
2. Penologi, yaitu pengetahuan untuk mempelajari tentang sejarah 
lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya. 
3. Sosiologi Hukum, yaitu analisis ilmiah terdahap kondisi kondisi 
yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 
Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi 
mencakup 3 (tiga) hal pokok18  yakni: 
                                                           
15 Abdullah Marlang Dkk , Pengantar hukum Indonesia, cet  2 (makassar: ASPublishing, 
2011),hlm.67 
16 http://the-catetan.blogspot.com/ diakses 19 Februari pukul 14.53 
17 I.S.Susanto, 1991, Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 
10 
18 A.S. Alam. Loc. Cit ., hlm 2-3 
12 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws). 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum  berupa tindakan represif tetapi juga 
raksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (kriminal prevention). 
Defenisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan relativitas pengertian 
kejahatan, pengolongan kejahatan, serta statistik kejahatan adalah 
merupakan pokok bahasan dalam hal proses pembuatan hukum pidana 
(making laws). 
Kemudian dalam etimologi kriminal (breaking of laws) yang dibahas 
berupa  aliran-aliran (mashab-mashab) kriminologi, teori-teori kriminologi 
dan berbagai perspektif kriminologi. Sedangkan, yang dibahas dalam 
bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum 
(reacting toward the breaking of laws)  antara lain teori-teori penghukuman 
dan upaya-upaya penaggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa 
tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, 
secara konkrit dapat disimpulkan bahwa kriminologi membahas dan 
mempelajari tentang segala sesuatunya yang berhubungan dengan 
kejahatan, dimana yang pertama norma-norma ang terdapat dalam hukum 
pidana, kemudian membahas tentang orang yang melakukan kejahatan 
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(pelaku) dan yang terakhir adalah reaksi masyrakat secara umum 
terhadap kejahatan yang terjadi beserta dengan pelakunya. 
3. Pembagian kriminologi 
  Pembagian kriminologi ini menurut A.S. Alam terbagi dalam 2 (dua) 
golongan besar19, yakni : 
1. Kriminologi Teoritis 
Secara teoritis pembagian kriminologi ini dapat dipisahkan 
dalam 5 (lima) cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya 
memperdalam pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan 
secara teoritis. 
a) Antropologi Kriminal. 
Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tanda-tanda fisik  yang menjadi ciri khas  dari 
seorang penjahat. Misalnya, menurut Lambroso ciri seorang 
penjahat di antaranya tengkoraknya panjang, rambut lebat, 
tulang pelipis menonjol keluar, dahinya moncong dan 
seterusnya. 
b) Sosiologi Kriminal 
Sosiologi kriminal  adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam 
kategori sosiologi kriminal adalah : 
 Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab 
timbulnya suatu kejahatan. 
                                                           
19 A.S. Alam. Loc. Cit ., hlm 4-7 
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 Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal-
balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
 Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal 
balik antara cuaca dan kejahatan. 
c) Psikologi Kriminal 
Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kehjahatan dari sudut pandang jiwa, yang 
termasuk dalam golongan ini adalah : 
 Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
golongan-golongan penjahat. 
 Psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari dari segi ilmu jiwa sosial. 
d) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal 
Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal adalah ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit 
jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat  yang masih 
dirawat di rumah sakit jiwa. Seperti,  Rumah Sakit Jiwa Dadi 
Makassar. 
e) Penologi 
Penologi Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, 
arti dan faedah hukum. 
2. Kriminologi Praktis 
Kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna 
untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat, 
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dengan kata lain, kriminologi praktis adalah bagian dari ilmu 
pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-
cabang dari kriminologi praktis ini adalah : 
a) Hyiene Kriminal 
Hyiene kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
b) Politik Kriminal 
Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada 
terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat 
untuk tidak melakukan kejahatan lagi. 
c) Kriminalistik (police scientific).   
Kriminalistik  atau police scientific adalah ilmu tentang 
penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku 
kejahatan. 
4. Hubungan antara Kriminologi dengan Hukum Pidana 
Dalam penerapan hukum  pidana,  Sudarto20 memberikan defenisi 
bahwa penerapan hukum pidana adalah penerapan aturan hukum pidana 
atas perbuatan-perbuatan pelaku yang melanggar aturan tersebut. Maka 
yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah apakah perbuatan dari 
pelaku memenuhi segala unsur-unsur kejahatan yang diperhadapkan 
kepadanya.  Berdasarkan pendapat tersebut, merurut A. S. Alam21 yang 
menjadi unsur-unsur persamaan baik kriminologi dan hukum pidana 
                                                           
20 Dewantara. N. A, 1988, Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menangulangi Kejahatan-Kejahatan 
Baru Yang berkembang Dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta. Hlm 5 
21 A.S. Alam. Loc. Cit ., hlm 14 
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adalah terletak pada objek kejahatan serta upaya-upaya pencegahan 
kejahatan. Akan tetapi, di sisi lain perbedaan antara keduanya terletak 
pada sistem perumusan ketentuan, jika  hukum pidana suatu kejahatan 
telah dirumuskan (dikodifikasikan) dalam KUHP dan KUHAP, kriminologi 
suatu kejahatan dapat memberikan bahan dalam perumusan undang-
undang pidana. 
Kriminologi hadir sebagai ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, 
mengingat kejahatan adalah bayangan peradaban (crime is shadw of 
civilization)22 . Oleh karena itu, Kriminologi dapat memberikan sumbangsi 
dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), 
menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan dan pada akhirnya 
menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (criminal 
preventio). 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian kejahatan 
Kejahatan erat kaitanya dengan  kelakuan yang bersifat tidak susila 
dan merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam 
suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk 
mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam 
bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. 
                                                           
22 Ibid 
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Menurut A.S Alam23 dalam mendefenisikan kejahatan dapat dilihat 
dari 2 (dua) sudut pandang pandang, yaitu : 
1. Sudut pandang hukum  (a crime from the legal point of view).  
Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Dalam hal ini  bagaimana pun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak diatur 
dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan itu tetap 
sebagi perbuatan yang bukan kejahatan, seperti yang di 
jelaskan Sutherland “Criminal behavior is behavior in violation of 
criminal lawno matter what the degree of immorallity, 
reprehensibility or indecency of an act it is not a crimeunless it is 
prohibited by criminal law” 
2. Sudut pandang masyarakat (a crime from the socialogical point 
of view). Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap 
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
dalam masyarakat seperti adat-istiadat, agama, kesusilaan dan 
sebagainya. 
Pengertian kejahatan juga dinyatakan oleh R. Atmasasmita24, ia 
berpendapat bahwa  dalam membahas kejahatan yang menjadi 
pertimbangan ialah : 
1. Bahwa istilah “kejahatan” seharusnya dipergunakan dalam 
“bahasa teknis” yang erat hubungannya dengan tingkah laku 
yang merupakan kejahatan (dalam pengertian hukum). 
                                                           
23
 Ibid. 
24 Romli, A, Krimninologi, mandar maju, Bandung, 1997. hlm 67 
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2. Tingkah laku tersebut, jika terbukti adalah merupakan kejatan, 
terlepas dari apakah terhadap kejahatan tersebut berhubungan 
dengan salah satu instansi lain atau tidak sama sekali. 
Disamping itu M. A. Elliat juga Menafsirkan  bahwa “kejahatan 
adalah suatu problem dalam msyarakat modern atau tingkah laku yang 
gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman 
mati dan hukuman denda dan lain-lain”25 
2.  Klasifikasi Kejahatan 
Kejahatan dapat diklasifikasikan atas beberapa golongan 
berdasarkan pertimbangan26 sebagai berikut : 
a) Motif pelakunya  
Berdasarkan motif pelakunya, kejahatan dibagi menjadi : 
 Kejahatan ekonomi (economic crime); 
 Kejahatan seksual (sexsual crime); 
 Kejahatan politik (political crime); 
 Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime). 
b) Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidana 
 Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku II 
KUHP. seperti pembunuhan, pencurian,dll. Golongan inilah yang 
dalam bahasa Inggris disebut ”felony”. 
 Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam  
 buku III  KUHP. Golongan inilah yang dalam bahasa Inggris disebut 
”misdemeanor”. 
                                                           
25  A. Gumilang,kriminalistik (pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan). Angkasa, 
bandung. 1993 Hlm 4 
26 Loc.cit  
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c) Kepentingan statistik 
 Kejahatan terhadap orang (crime against person)  misalnya 
pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. 
 Kejahatan  terhadap harta benda (crime against property) misalnya 
pecurian dan perampokan. 
  Kejahatan terhadap kesusilaan umum ( crime against public 
decency) misalnya perbuatan cabul dan pengedaran gambar/vcd 
porno. 
d) Kepentingan Pembentukan Teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan.  Kelas-
kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara 
melakukan kejahatan, teknik-tenik dan organisasinya serta timbulnya 
kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas 
tersebut. Pengolongannya adalah sebagai berikut : 
 Profesisonal crime,adalah kejahatan yang dilakukan sebagi mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk 
profesi itu. 
 Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. 
 Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. 
e) Ahli-ahli sosiologi 
Berdasarkan ahli-ahli sosiologi, kejahatan digolongkan menjadi : 
 Kejahatan kekerasan terhadap orang (violent personal crime) 
 Kejahatan harta benda karena kesempatan (occasitional property 
crime) 
20 
 Kejahatan karena kedudukan (Occupaional crime) 
 Kejahatan politik (political crime) 
 Kejahatan terhadap ketertiban umum (Public order crime) 
 Kejahatan konvensional (Convensional crime) 
 Kejahatan terorganisir (Organized crime) 
 Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi (Professional crime) 
3. Statistik Kejahatan 
Statistik merupakan kumpulan bahan keterangan data, baik yang 
berwujud angka (data kuantitatif) maupun yang tidak berwujud angka 
(data kualitatif. Menurut A.S Alam27, statistik kejahatan dapat 
dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu : 
a) Kejahatan Tercatat (Recorded crime) 
Statistik tercatat adalah angkah-angka kejahatan yang terjadi di suatu 
tempat dalam waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada 
angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (crime known to 
the police). Instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, 
kehakiman dan lembaga pemasyarakatan juga memiliki statistik 
kejahatan, tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap 
karena kepolisan merupakan tombak awal penanganan kejahatan. 
b) Kejahatan Terselubung (Hidden crime) 
Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya lebih banyak 
dari pada data yang ada di kepolisian. Selisih antara jumlah kejahatan 
                                                           
27 Ibid. 
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yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang 
diketahui oleh polisi disebut kejahatan tersembunyi (hidden crime). 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung 
(hidden crime) dalam masyarakat ialah : 
 Pihak pelaku, merupakan salah satu sumber penyebab hidden 
crime karena beberapa action  pelaku seperti melarikan diri,  lihai 
menghilangkan jejak dan adanya hak-ahak istimewa (privilage) 
yang ia dapatkan karena mempunyai uang yang banyak serta 
kedudukan yang tinggi. 
 Pihak korban, merupakan salah satu sumber penyebab hidden 
crime karena alasan, korban kejahatan kadang kala menganggap 
tidak terlalu penting melaporkan kejadian yang merugikan dirinya 
sendiri itu, korban malu atas publikasi dirinya (seperti kasus 
pemerkosaan), korban diancam ole pelaku kejahatan, serta 
ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang ada. 
 Pihak kepolisian, walaupun salah satu dari instansi penegak hukum 
tidak dipunggkiri pihak kepolisian merupakan salah satu sumber 
penyebab terjadinya kejahatan terselubung karena alasan pihak 
kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-
bukti yang kurang, kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan 
peyelidikan ternyata bukan tindak pidana, pihak kepolisian yang 
tidak jujur serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 
 Pihak masyarakat, sering terjadinya kejahatan yang terselubung 
juga disebabkan masyarakat yang terkadang acuh tak acuh 
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terhadap suatu kejahatan yang terjadi di sekitarnya, takut kepada 
pelaku kejahatan, takut dianggap terlibat dalam kejahatan serta 
masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan 
melaporkan kejadian yang terjadi.  
 
C. Pornografi 
1. Konsep Pornografi 
Konsep pornografi cakupannya sangat luas. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia28, pornografi adalah “pengambaran tingkah laku secara 
erotis dengan lukusin dengan mebangkitkan nafsu birahi”. Balck’s Law 
Dictionari29 juga mengartikan pornografi sebagai kemiripan dari sudut 
pandang etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal 
dari dua kata yaitu pornos  dan grafi (Latin).  Pornos artinya suatu 
perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafi adalah 
gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda.  Objek 
pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana 
pornografi dalam KUHP.  
Dari pengertian ini,  dapat  disimpulkan bahwa pornografi adalah 
rangkaian objek yang melekat  pada benda, seperti tulisan dan gambar 
melekat pada kertas, baik berupa lembaran kertas maupun berwujud 
dalam bentuk buku atau majalah, tabloid dan sebagainya yang bertujuan 
untuk membangkitkan nafsu birahi. 
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Dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap 
kesusilaan tidak mennyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Oleh 
karena itu, berdasarkan salah satu pertimbangan di atas maka pada 
september 2008 Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri 
Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  dan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk membahas Rancangan 
Undang-undang (RUU) Pornografi bersama dengan Panitia Khusus DPR. 
Draf final RUU tersebut disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan 
dinamai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
Undang-undang ini terdiri dari 8 Bab dan 45 Pasal. Produk aturan tersebut 
ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kejahatan 
pornografi. 
Menurut Undang-Undang Pornografi, pornografi adalah gambar, 
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum 
yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat.30 
2. Peraturan Perundang-Undangan yang Melarang Kegiatan 
Pornografi 
Pasal 29 s.d Pasal 38 Undang-Undang Pornografi merupakan 
penjabaran dari norma hukum dalam menegakkan nilai-nilai moral 
kesusilaan  sehingga masyarakat terhindar dari pornografi. Ada 33 
                                                           
30 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi 
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perbuatan yang dilarang karena menyangkut dan berhubungan dengan 
pornografi yang dimuat dalam sepuluh pasal undang-undang tersebut, 
yang terdiri dari : 
a) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi  (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)).  Dalam Pasal 
tersebut terdapat 12 bentuk  perbuatan yang dilarang terhadap objek 
pornografi. 
b) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi  (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat 
(2)). 
c) Tindak pidana meminjam atau mengunduh produk pornografi ( Pasal 
31 jo. Pasal 5). 
d) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 
memiliki atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6) 
Dalam Pasal tersebut terdapat 6 bentuk  perbuatan yang dilarang 
terhadap objek pornografi 
e) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, 
membuat dan lainya ponografi (pasal 33 jo.7) 
f) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung 
muatan pornografi  (Pasal 34 jo. 8) 
g) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang 
mengandung muatan pornorafi (Pasal 35 jo.Pasal 9) 
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h) Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam 
pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36. ko. 10) 
i) Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau menjadikan 
objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11) 
j) Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam 
mengunakan produk atau jasa pornografi ( Pasal 38 jo. Pasal 12). 
dalam tindak pidana ini, terdapat 7 perbuatan yang dilarang. 
k) Tindak pidana yang sengaja di depan orang lain dan terbuka 
melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP) diancam pidana penjara 2 
yahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima 
ratus rupiah)  
l) Tindak pidana yang berbuat menyiarkan, mempertunjukan atau 
menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda  yang telah 
diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan 
maksud untuk disiarkan atau ditempel di muka umum, dst (Pasal 282 
KUHP) diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau 
denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) 
m) Tindak pidana mendistribusikan dan/atau menstransmisikan atau 
membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)31  jo. Pasal 
45 ayat (1) ) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan 
dan/atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 
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n) Tindak pidana yang menawarkan , memberikan untuk terus-menerus 
maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan 
tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun 
alat untuk mencegah atau mengugurkan kehamilan kepada seorang 
yang belum dewasa  dan yang diketahui atau sepatutnya harus di 
duga bahwa umurnya belum 17 (tujuh belas) tahun, jika isi tulisan, 
gambaran, benda atau alat itu diketahuinya  (Pasal 283 KUHP) 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
denda paling banyak Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah). 
3. Pandangan Agama  terhadap Pornografi 
Pembahasan pornografi dari sudut pandang agama menurut 
merupakan hal yang sangat penting karena pornografi sangat erat 
kaitannya dengan nilai moral dan agama. Indonesia menganut paham 
Naturalisme32  dimana hukum dengan moral tidak dipisahkan dan 
berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan 
kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,  jelas menyatakan antara hukum 
dengan moral dan agama tidak dapat dipisahkan 
Pornografi dalam sudut pandang agama dapat dilihat dari ayat-ayat 
kitab suci seperti yang terdapat dalam kitab suci agama Kristen, Hindhu 
dan Islam, sebagai berikut : 
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a) Menurut Ayat-ayat dalam Alkitab (Kristen) 
Menurut  Pendeta Condro Raharjo33 pornografi dalam arti luas bisa 
juga menyangkut perbuatan asusila, seperti berzina (yang dapat juga 
diartikan melihat gambar porno dan menginginkan dalam hati). Di 
dalam ayat-ayat Alkitab tersebut yaitu : 
 Kitab  I Tesalonika 4:3, menyebutkan :  Karena inilah kehendak 
Allah: pengkudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi 
percabulan. 
 Kitab Matius 5:27 , menyebutkan : Kamu telah mendengarkan 
firman : Jangan berzinah. 
 Kitab I Timotius 1:10, menyebutkan :bagi orang cabul dan 
pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan 
sampah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan 
dengan ajaran sehat 
 Kitab Amsal 6:32, menyebutkan : Siapa yang melakukan zinah 
tidak berakal budi; orang yang berbuat demikian merusak diri. 
 Kitab Imamat 18:6, menyebutkan : Siapa pun di antara kamu 
janganlah menghampiri orang yang kerabatnya yang terdekat 
untuk menyingkapkan auratnya, Akulah Tuhan. 
 Kitab Markus 22:23, menyebutkan : Keserakahannya, kelicikan, 
hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan kekebalan, semua hal-
hal ini timbul dan menajiskan. 
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2).  Menurut ayat-ayat dalam Kitab Weda Sarasmuscaya (Hindhu) 
Menurut I. Gusti  Ngurah Suteja34   bahwa pandangan agama Hindhu 
tentang pornografi  adalah sebagai berikut : pada prinsipnya agama 
Hindhu mengajarkan kepada umatnya untuk mengendalikan  
SADRIPU (enam musuh yang menjadi tantangan manusia) yang 
terdiri dari  : 
1. Kama artinya nafsu birahi 
2. Krodha artinya nafsu amarah 
3. Lobha artinya nafsu angkara murka 
4. Moha artinya kegelapan/kebingungan 
5. Moda artinya kemabukan atau lupa ingatan 
6. Matsarya artinya iri hati dan dengki 
Kama merupakan salah satu dari SADRIPU tersebut , artinya nafsu 
birahi yang wajib dikendalikan. Sehubungan dengan masalah 
pornografi maka kitab Weda Sarasmuscaya memberikan tuntunan 
dan pedoman yang diatur dalam moka atau ayat-ayat sebagai 
berikut : 
 Sloka 413 : Aprarthanama samspar camasandar canamewa. 
capuru sayehaniyamo bhaverdragaprahanaye. 
artinya: Maka daya upaya yang sungguh-sungguh untuk 
menagkis serangan nafsu birahi yaitu jangan merindu-rindukan, 
jangan memikir-mikirkan, jangan menjamah, jangan melihat 
barang sesuatu yang merupakan keinginan nafsu birahiitu 
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termasuk gamabr tanyangan porno, foto-foto yang 
menampakkan bagian tubuh tertentu, jika pantangan itu dapat 
dikuasahi pasti nafsu birahi itu akan lenyap. 
 Sloka 422 :Visayan Prayta vasitum najatulabhate dhrtim, 
cyencchayamanupatan kapinjalaivatape. 
artinya: karena orang yang menurut pengaruh nafsu birahinya 
dengan berbuat mendengarkan dan melihat untuk memenuhi 
keinginannya tidak ada kemungkinan dia akan merasa kenyang, 
apalagi akan memperoleh kepuasan sebagai ayam hutan yang 
kepanasan, mencari naungan dibawa bayang-bayang burung 
elang yang sedang terbang melayang, bilahka dia memperoleh 
kesenangan bernaung? 
 Sloka 423 : Najatu kamah kamyanamuphogenacamyati, havisa 
krsnavartmewabhuyaeva vivarddhate.  
artinya:  Sama sekali tidak ada kemungkinan nafsu birahi akan 
berkesudahan meskipun kepadanya diberikan segala sesuatu 
yang dirindukannya, maka makin dituruti makin bertambah 
hebatk keadaannya seperti halnya api menyalah karena minyak, 
makin dituangi minyak makin berkobar-kobar nyalanyademikian 
keadaan nafsu birahi itu. 
3) Menurut ayat-ayat Kitab Al-Qur’an (agama Islam) 
Menurut Mohamad Djoko Poerwanto35 bahwa agama Islam 
mengharamkan segala sesuatu yang menyebabkan menimbulkan 
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gairah seksual baik secara langsung maupun secara tidak langsung.  
Apa yang yang berhubungan secara langsung dengan manusia 
antara lain berbuat zinah, pemerkosaan, bercumbu dan sebagainya 
sedangkan hal yang diharamkan agama Islam secara tidak lansung  
melihat gambar porno, membaca cerita-cerita porno dan segala 
sesuatunya yang mengundang perhatian dan membangkitkan gairah 
birahi seks dan lain-lain. Berikut adalah beberapa ayat-ayat Al-
Qur’an yang berkaitan dengan pornigrafi : 
 Surat Al-Isro’ ayat 32 :                                                       
 (walla taqrabuz-zinaa in-nahuu, kaanafaahisyah, wasaa-a 
sabiilaa) 
 Artinya : Dan janganlah kamu mendekati Zinah, sesungguhnya 
zinah itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan. 
 Surat An-Nur ayat 30-31 : 
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Artinya : Katakankanlah kepada orang laki-laki yang 
beriman:'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
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memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi 
mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
perbuat'. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah 
mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, 
dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang 
(biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan 
kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-
putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak 
yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka 
memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hali 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."  
Tidak hanya ayat-ayat Al Qur’an yang mengatur atau 
melarang tertang pornografi,  Kaidah usul fiqih dan kaida fiqih36  
juga mengatur hal tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Kaidah usul fiqih menyatakan bahwa  “semua hal yang dapat 
menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram” 
2. Kaidah-kaidah fiqih : 
a. Menghindarkan Mafsadat adalah lebih diodahulukan dari 
pada mendatangkan Mafsadat (dar‟ul-mafasidi muqaddamu 
„ala jalbi-masalihi). 
b. Segala mudarat hatus dihilangkan (ad-dararu yasalu). 
c. Melihat pada sesuatu yang haram adalah haram (an-nadaru 
ilal-harami haramun). 
d. Segala sesuatu yang lahir dari seuatu yang haram adalah 
haram (kulla ma yatawuldu minal-harami fahuwa haramun). 
  Berdasarkan sumber-sumber hukum dan kaidah usul fiqih 
srta kaidah-kaidah fiqih diatas, maka Majelis Ulama Indonesia  
(MUI) memutuskan37 : 
1. Mengambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah 
secara erotis, baik dengan gambar, lukisan, tulisan, reklame, 
iklan,  baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat 
nafsu birahi adalah haram. 
2. Melakukan pengambilan gambar porno adalah haram. 
3. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat 
atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, 
yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus 
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pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar 
hubungan seksual dengan adengan seksual adalah haram. 
4. Memperoleh uang ,manfaat, dan/atau fasilitas dari perbuatan-
perbuatan yang diharamkan diatas adalah termasuk haram.  
5. Membantu dengan segala bentuk dan/atau membiarkan tanpa 
penginkaran perbuatan-perbutan yang diharamkan adalah 
haram. dan seterusnya. 
Setiap agama mempunyai peranan penting dalam membina dan 
mengarah ummatnya untuk tetap berada pada jalan yang benar 
dan kesalehan sosial, dari uraian Pembahasan pornografi dari 
sudut pandang ayat-ayat hukum agama mengambarkan bahwa 
tidak ada satu pun Agama yang setuju dengan segala sesuatunya 
yang menyangkut tentang pornografi, karena pornografi disamping 
menimbulkan kerugian materil juga dapat merusak moral generasi 
bangsa jika tidak datasi dengan cara-cara yang nyata. 
 
D. Buku Pelajaran 
1. Konsep Buku Pelajaran 
Usaha perbaikan pendidikan Indonesia selain dengan adanya 
kurikulum yang terus berkembang harus juga di opang oleh buku 
pelajaran yang baik yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Buku 
pelajaran atau biasa disebut buku teks  sebagai buku penopang dalam 
proses belajar mengajar  memiliki peranan yang sangat penting yaitu 
menentukan baik buruknya hasil pembelajaran yang dilakukan karena 
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guru menggunakan buku pelajaran/teks tersebut sebagai acuan dalam 
memberikan materi. Jika kualitas buku teks yang digunakan oleh sekolah 
baik maka besar kemungkinan kualitas pengajaran yang dilakukan akan 
baik, akan tetapi jika buku teks yang digunakan kurang baik, atau bahkan 
buruk maka pengajaran yang terjadi akan sangat sulit mencapai hasil 
yang diharapkan. 
Berkenaan dengan pentingnya faktor buku teks dalam proses 
belajar-mengajar maka timbul pertanyaan apakah buku teks yang 
digunakan di sekolah-sekolah telah memenuhi standar mutu, baik dilihat 
dari tolok ukur kurikulum maupun teori-teori yang relevan. Untuk 
mengetahui hal tersebut terlebih dahulu kita pahami tentang buku buku 
pelajaran itu sendiri. Membahas tentang buku pelajaran di mana terdiri 
dari 2 (dua) suku kata yakni “buku” dan “pelajaran”. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia38, buku diartikan sebagai beberapa helai kertas yang 
terjilid yang berisi tulisan untuk dibaca atau halaman-halaman kosong 
yang yang ditulisi sedangkan pelajaran yang berasal dari kata “ajar” yang 
berarti sesuatu ilmu yang dipelajari atau diajarkan, jadi dapat disimpulkan 
bahwa buku pelajaran adalah halaman-halaman yang berisi ilmu untuk 
dipelajari atau diajarkan. 
Pengertian buku pelajaran telah banyak disampaikan oleh para 
pakar, di antaranya adalah menurut Hall-Quest39. Menurutnya buku 
pelajaran adalah “rekaman pikiran rasial yang disusun untuk maksud-
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maksud dan tujuan-tujuan intruksional. Lange40 menjelaskan bahwa buku 
pelajaran adalah buku standar, buku setiap cabang khusus dan studi dan 
dapat terdiri dari dua tipe yaitu buku pokok/utama dan 
suplemen/tambahan”. Lebih terperinci lagi Bacon41 mengemukakan 
bahwa buku pelajaran adalah “buku yang dirancang buat penggunaan di 
kelas, dengan cermat yang disusun dan disiapkan oleh para pakar atau 
para ahli dalam bidang itu dan diperlengkapi dengan sarana-sarana 
pengajaran yang sesuai dan serasi”. Buckingham42 mengatakan bahwa 
buku teks adalah ”sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-
sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program 
pengajaran dalam pengertian modern dan yang umum dipahami.”  
Berdasarkan pendapat para ahli tesebut, dapat disimpulkan bahwa 
buku pelajaran adalah buku yang disusun oleh para ahli atau pakar dalam 
bidangnya untuk menunjang program pengajaran yang telah digariskan 
oleh pemerintah. 
2. Fungsi Buku Pelajaran 
Penyusunan buku pelajaran dalam upaya pengembangan 
pembelajaran di sekolah tidaklah disusun tanpa fungsi yang jelas. Fungsi 
dan peranan buku pelajaran menurut Green dan Petty43 adalah : 
a) Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern 
mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam 
bahan pengajaran yang disajikan.  
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b) Menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca 
dan bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa, 
sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan di 
mana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh di bawah 
kondisi-kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya. 
c) Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap 
mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban 
masalah pokok dalam komunikasi. 
d) Metode dan sarana penyajian bahan dalam buku teks harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu. Misalnya harus menarik, menantang, 
merangsang, bervariasi sehingga siswa benar-benar termotivasi untuk 
mempelajari buku teks tersebut. 
e) Menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan 
juga sebagai penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. 
f) Di samping sebagai sumber, bahan buku teks juga berperan sebagai 
sumber atau alat evaluasi dan pengajaran remidial yang serasi dan 
tepat guna. 
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E. Pendidikan di Indonesia 
1. Pengertian Pendidikan 
Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus-
menerus dari generasi ke generasi. Dalam membahas pengertian tentang 
pendidikan itu sendiri, R. Mudyahardjo44 memberikan definisi pendidikan 
sebagai berikut : 
a) Defenisi dalam arti luas menyatakan bahwa pendidikan adalah hidup. 
Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung 
dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah 
segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.  
b) Defenisi dalam arti sempit menyatakan bahwa pendidikan adalah 
sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang dilaksanakan di sekolah 
sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala 
pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang 
diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna 
dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas 
sosial mereka. 
 Kemudian dalam perundang-undangan, pendidikan diartikan 
sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
                                                           
44
 M. Redja, Pengantar Pendidikan (sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada 
umumnya dan pendidikan di indonesia, Rajawali Pers,Bandung 1998 hal 3-7 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.45 
Pemahaman dari beberapa contoh pengertian tentang pendidikan 
diatas menyatakan bahwa cakupan pendidikan itu sangat luas, dengan 
konkrit disebutkan pendidikan tidak hanya didapatkan dalam lingkup 
sekolah yang formal saja namum juga terdapat pada lingkungan sekitar. 
2. Landasan Pendidikan 
Pendidikan diselenggarakan berdasarkan filsafat hidup  serta 
landasan sosiokultural setiap masyarakat, termasuk di Indonesia46. Kajian 
landasan tersebut  terdiri dari : 
a) Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan makna 
atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah 
pokok seperti: apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu 
diperlukan, apa yang harusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. 
b) Landasan sosiologis, landasan dimana manusia dibedakan sebagai 
individu dan manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, 
pendidikan adalah salah satu interaksi  antara dua individu, bahkan 
antara dua generasi, yang memungkinkan generasi muda dapat 
mengembangkan diri. 
c) Landasan kultural, landasan dimana kebudayaan dianggap sebagai 
gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan itu akan selalu 
terkait dengan pendidikan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang  
No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 4 ayat 
                                                           
45 Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
46 T. Umar Dkk, cet 2. Pengantar Pendidikan.Rineke cipta. Jakarta. 2005 hal 82-100 
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(1) ditegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis 
dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 
bangsa. 
3. Permasalahan Pokok Pendidikan 
Seperti yang diutarakan Umar Tirtaraharjha47 bahwa Ada empat 
masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang 
perlu di prioritaskan penanggulangannya, masalah yang dimaksud akan 
dijelaskan sebagai berikut. 
a) Masalah pemerataan pendidikan 
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengembangan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa48, 
pendidikan nasional dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya  
bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. 
Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana 
sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya 
bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan , sehingga pendidikan 
itu menjadi wahana bagi pembagunan sumber daya manusia untuk 
menunjang pembagunan nasional. Di samping itu, masalah pemerataan 
pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak 
usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga 
pendidikan yang tersedia seperti yang tercamtum hak anak  dalam Pasal 
                                                           
47
 Ibid. 
48 Lihat Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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6049 bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan 
minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya”. 
b) Masalah mutu pendidikan 
Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum 
mencapai taraf seperti yang diharapkan.  Jadi pada akhirnya mutu 
pendidikan dilihat pada kualitas keluarannya.  Jika tujuan pendidikan 
nasional dijadikan kriteria maka pertanyaanya adalah Apakah keluaran 
dari suatu sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa serta 
bermoral, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan 
bertanggung jawab , warga negara yang cinta tanah air dan memiliki rasa 
kesetiakawanan sosial.  Dengan kata lain apakah keluaran itu 
mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembagunan yang dapat 
membangun dirinya dan lingkungannya. Kualitas keluaran seperti itu 
disebut nurturan effect.  
c) Masalah efisiensi pendidikan 
Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu 
sitem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Jika pengunaannya hemat dan tepat sasaran 
dikatakan efisiensinya tinggi. Jika yang terjadi sebaliknya, efisiensinya 
berarti rendah. Beberapa masalah efiensi pendidikan yang penting ialah : 
 Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. 
 Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. 
                                                           
49 Lihat pasal 60  Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 
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 Bagaimana pendidikan diselenggarakan. 
 Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga 
d) Masalah revansi pendidikan 
Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem 
pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang sesuai kebutuhan 
pembagunan, yaitu masalah-masalah seperti yang di gambarkan dalam 
rumusan tujuan pendidikan nasional. Jika sistem pendidikan 
menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembagunan baik 
yang aktual maupun yang potensialdengan memenuhi kriteria yang di 
persyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianaggap 
tinggi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Negara Republik di Indonesia 
daerah wilayah sulselbar, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 
Pihak penerbit buku yang berada dalam kawasan kota Makassar, dan 
Pengelolah perpustakaan pada beberapa sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama dalam kota Makassar untuk penelitian lapangan, serta 
perpustakaan pusat universitas hasanuddin dan perpustakaan fakultas 
hukum universitas hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan.  
Penelitian dibeberapa lokasi ini, Penulis berharap dapat 
memperoleh data yang akurat hingga dapat memperoleh hasil penilitian 
yang objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun 
pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan 
tujuan penulisan skripsi untuk mengkaji dan meneliti faktor-faktor yang 
menyebabkan termuatnya kejahatan pornografi dalam buku pelajaran 
sekolah serta upaya-upaya yang ditempu dalam  penangulangan dalam 
mencegah termuatnya kejahatan pornografi  dalam buku pelajaran 
sekolah oleh pihak pihak terkait. 
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B. Jenis dan sumber data 
Dalam penulisan ini jenis dan sumber data yang akan digunakan 
sebagai berikut : 
1) Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bacaan dan dari internet dengan objek 
kajian seperti dokumen-dokumen, literatur-literatur  maupun sumber 
data lainya yang berkaitan  dengan masalah dan tujuan penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang 
dilakukan terbagi atas 2 (dua) metode, diantaranya : 
1) Metode Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah literatur 
yang relevan dari berbagai buku , informasi internet, koran dan karya 
ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian  yang 
dijadikan sebagai landasan  yang teoritis. 
2) Metode Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengumpulan 
data dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung pada 
objek-objek yang yang menjadi sasaran penelitian dan juga cara lain 
seperti wawancara langsung dengan narasumber dalam bentuk  
tanya jawab yang berkaitan dengan  masalah yang dibahas. 
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D. Analisi Data 
Data-data yang dipoleh , baik data primer maupun data sekunder 
kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghsilkan kesimpulan. 
Kemudian  dipaparkan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman  
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian ini nantinya. Analisis data data 
yang digunakan adalah analisis yang berupa memberikan gambaran 
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secra deskripsi yaitu 
mnjelaskan, menguraikan, dan mengambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Data Dan Contoh Gambar Mengenai Kejahatan Pornografi 
Dalam Buku Pelajaran Sekolah Di Kota Makassar 
 
Pornografi merupakan salah satu gejala sosial karena bertentangan 
dengan norma kesusilaan serta adat kebiasaan yang berlaku bagi 
masyarakat Indonesia. Merupakan hal yang mengkwatirkan seiring 
perkembangan zaman modern dan kemajuan tegnologi dan informasi 
,pornografi telah berwujud dalam berbagai bentuk salah satunya mulai 
masuk dalam ranah bidang pendidikan dengan termuatnya beberapa 
materi pornografi dalam buku  pelajaran sekolah. 
 Berdasarkan dengan permasalahan tersebut perlu untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab termuatnya materi 
pornografi dalam buku pelajaran sekolah khususnya di kota Makassar, 
maka penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data kemudian 
mengelolah data agar diketahui intensitas persentase faktor-faktor yang 
menyebabkan termuatnya materi pornografi dalam buku pelajaran sekolah 
tersebut. 
Berkaitan dengan permasalahan termuatnya beberapa materi 
dalam buku pelajaran sekolah khususnya di kota Makassar, terdapat 
beberapa data mengenai hal tersebut yang penulis hendak kemukakan 
terlebih dahulu untuk mengetahui Sekolah Dasar (SD) apa saja di kota 
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Makassar tempat ditemukan kasus pornografi tersebut, maka penulis akan 
mengungkapkan jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada di kota Makassar, 
data tersebut seperti pada tabel berikut :  
Tabel 1 
Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di Kota Makassar 
NO KECAMATAN JUMLAH SD 
1 Bontoala 23 
2 Tallo 44 
3 Ujung Tanah 21 
4 Wajo 14 
5 Tamalate 42 
6 Rappocini 50 
7 Mariso 19 
8 Ujung Pandang 30 
9 Makassar 38 
10 Mamajang 24 
11 Manggala 34 
12 Panakukang 45 
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13 Biringkanaya 43 
14 Tamalanrea 30 
JUMLAH KESELURUHAN 457 
Sumber Data : Data Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.   
Berdasarkan Tabel 1 tersebut diketahui bahwa jumlah Sekolah 
Dasar Negeri dan Swasta yang terdapat di Kota Makassar adalah 457 
sekolah yang tersebar kedalam empat belas kecamatan. Sekolah dasar 
yang menjadi lokasi penelitian penulis terdapat di kecamatan Tamalanrea 
tepatnya di Sekolah Dasar Kristen Elim Makassar dan Sekolah Dasar 
Inpres Tamalanrea I. 
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada Pasal 1 angka 1 
dijelaskan bahwa :    
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat”. 
 
Berdasarkan hal tersebut, dalam hasil penelitian yang penulis 
dapatkan di lapangan mengenai pornografi dalam buku pelajaran Sekolah 
Dasar, penulis mendapatkan beberapa gambar yang memuat kecabulan 
atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat seperti pada gambar berikut :    
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Gambar 1: 
Sumber : Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Indonesia halaman 18 
kelas V 
Gambar 2: 
Sumber : Enciklopedia 5, halaman 569 dari perpustakaan SD Kristen Elim 
Makassar 
 
Dari gambar 1  yang bersumber dari Lembar Kerja Siswa (LKS) 
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V yang tepatnya ditemukan di SD 
Inpres  Tamalanrea I, dari pengamatan sepintas tidak terlihat adanya 
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materi yang mengandung pornografi,  akan tetapi jika di telaah dengan 
seksama gambar itu menampilkan sosok artis pornografi dari negara 
Jepang yang bernama “Maria Ozawa” atau yang dikenal dengan sebutan 
“Miyabi”. kemudian dari isi soal pada Lembar Kerja Siswa (LKS) tersebut 
peserta didik diberi soal untuk mengetahui siapa sosok dalam gambar 
tersebut serta profesinya. Hal ini merupakan materi pelajaran yang 
menyimpang karena melibatkan peserta didik secara tidak langsung untuk 
mengenal pornografi bila para peserta didik berusaha untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan mengenai tokoh dalam gambar tersebut. Oleh 
karena itu, dari uraian tersebut maka dalam kasus ini hal tersebut 
menyalahi ketentuan seperti yang diatur dalam undang-undang no. 44 
Tahun 2008 Pasal 38, yang berbunyi : 
“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, 
membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak 
dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 6(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah)”. 
 
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam LKS tersebut mengenai 
gambar tokoh yang menjadi objek pertanyaan, hal tersebut dapat 
mendorong peserta didik untuk lebih jauh mengetahui sosok tokoh 
tersebut baik itu bertanya kepada orang lain atau pun seiring dengan 
kemajuan teknologi dapat dengan mudah mengakses melalui internet. 
Kemudahan yang dimiliki oleh peserta didik dengan memanfaatkan 
koneksi internet dapat memberi pengetahuan yang salah kepada peserta 
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didik, karena melalui media internet misalnya browsing menggunakan 
media pencaharian dengan situs “google” cukup dengan menelusuri 
dengan menulis kata “Maria Ozawa” atau “Miyabi” maka akan ditemukan 
berbagai hasil penelusuran yang menampilkan sosok tersebut yang 
kebanyakan merupakan gambar tokoh tersebut dengan pose-pose yang 
vulgar.  
Materi yang terdapat dalam LKS tersebut, sesungguhnya tidak 
sesuai dengan isi kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 
V Sekolah Dasar. Hal tersebut dapat dilihat seperti uraian mengenai 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun Pelajaran 2011/2012 
seperti  pada tabel berikut : 
Tabel 2 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun Pelajaran 
2011/2012 
Standar kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 
1. memahami penjelasan 
narasumber dan cerita rakyat 
secara lisan 
 
 
 
1.1 menanggapi penjelasan        
narasumber (petani, pedagang, 
nelayan, karyawan, Dll.) dengan 
memperhayikan santun bahasa. 
1.2 mengidentifikasi unsur cerita 
tentang cerita rakyat yang di 
dengarnya 
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Berbicara 
2. Mengunkapkan pikiran, 
pendapat, perasaan, fakta 
secara lisan dengan 
menanggapi suatu persoalan, 
menceritakan hasil pengamatan, 
atau berwawancara 
 
 
 
 
2.1 menangapi suatu persoalan 
atau operistiwa dan memberikan 
saran pemecahannya dengan 
memperhatikan pilihan kata dan 
santun berbahasa 
2.2 menceritakan kembali 
pengamatan/kunjungan dengan 
bahasa runtut , baik dan benar 
2.3 berwawancara sederhana 
dengan narasumber ( petani, 
nelayan, pedagang, karyawan, Dll.)  
dengan memperhatikan pilihan kata 
santun berbahasa 
Membaca 
3. memahami teks dengan 
membaca teks percakapan, 
membaca cepat 75 kata permenit 
dan membaca puisi 
 
 
 
3.1 membaca teks percakapan 
dengan lafal dan intonasi yang 
tepat 
3.2  menemukan gagasan utama 
suatu teks yang dibaca dengan 
kecepatan 75 kata permenit 
3.3 membaca puisi dengan lafal 
dan intonasi yang tepat 
Menulis 4.1 menulis karangan berdasarkan 
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4. mengukapkan pikiran, 
perasaan, informasi dan 
pengalam secara tertulis dalam 
bentuk karangan, surat 
undangan dan dialog tertulis 
 
 
 
 
pengalaman dengan 
memperhatikan pilihan kata  dan 
pengunaan ejaan 
4.2 menulis surat undangan (ulang 
tahun, acara agama, kegiatan 
sekolah, kenaikan kelas, dll) 
dengan kalimat efektif  dan 
memperhatikan pengunaan ejaan  
4.3 menulis dialog sederhana 
antara dua atau tiga tokoh dengan 
memperhatikan  isi serta perannya 
Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Makassar 
Kemudian dari gambar 2 yang bersumber dari Enciklopedia 5, 
halaman 569 yang diterdapat di perpustakaan SD Kristen Elim Makassar 
merupakan lukisan dari Antonio Canova’s. Lukisan tersebut 
mengambarkan figur seorang wanita yang bernama Pauline Beneporte 
yang tidak mengunakan busana pada bagian dada dan hal tersebut 
secara langsung memuat kecabulan dan ekploitasi seksual seperti pada 
ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang no. 44 Tahun 2008 Tentang 
Pornografi. Gambar yang demikian dapat membangkitkan rona 
sensualitas bagi yang melihatnya terutama bagi siswa yang ada di 
sekolah tersebut. 
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Pornografi sebagai suatu  tindak pidana senantiasa terus 
berkembang dan perwujudannya dapat terjadi dalam berbagi bentuk 
sampai kepada masyarakat, baik itu melalui VCD porno, majalah dewasa, 
media elektronik seperti internet bahkan  hingga pada perkembangan 
terakhir juga ditemukan di buku-buku pelajaran sekolah maupun buku 
penunjang pelajaran lainnya. Berdasarkan data kriminalitas perjenis yang 
ditangani satuan Reskrim Polsekta Tamalanrea jumlah kasus pornografi 
tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut : 
Tabel 3 
Data Kriminalitas Perjenis Satuan Reskrim Polsekta Tamalanrea 
Tahun 2012 
NO JENIS KEJAHATAN 
TAHUN 2012 
LAPOR SELESAI 
1 PEMBUNUHAN 1 1 
2 PENGANIAYAAN BERAT 5 2 
3 PERLINDUNGAN ANAK 1 1 
4 BUAT ORANG TIDAK SENANG 4 4 
5 PENCEMARAN NAMA BAIK - - 
6 PENCURIAN BERAT 44 49 
7 PENCURIAN KEKERASAN 3 1 
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8 PENCURIAN RANMOR 283 15 
9 PENGANIAYAAN BIASA 8 47 
10 PENCURIAN BIASA 6 14 
11 PENIPUAN 7 7 
12 PENGELAPAN 1 23 
13 PENIPUAN/PENGELAPAN 3 3 
14 PENADAHAN - 13 
15 PENGRUSAKAN 9 7 
16 PENGEROYOKAN 10 11 
17 KEKERASAN DALAM RT 4 4 
18 SAJAM/SENPI/LN 4 16 
19 PENGANCAMAN 2 6 
20 PERJUDIAN 2 15 
21 BAWA LARI PR 1 1 
22 PERLINDUNGAN ANAK 1 6 
23 UU  ITE 1 3 
24 PORNOGRAFI 5 5 
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25 PERBUATAN CABUL 2 2 
26 NARKOTIKA 3 6 
27 PENGHINAAN 1 1 
28 PENCEMARAN NAMA BAIK 3 3 
29 PENYEBOTAN TANAH 3 3 
30 PERAMPASAN 1 1 
31 KEBAKARAN 3 - 
32 PEMERKOSAAN 1 1 
33 KET PALSU 1 1 
34 PERZINAHAN 1 1 
35 BENCANA ALAM 1 1 
36 TERSEGAT LISTRIK 1 1 
Sumber : data Polsekta Tamalanrea 
 
Berdasarkan data seperti pada tabel 3 tersebut diketahui bahwa 
jumlah kasus pornografi yang ditangani oleh  Polsekta Tamalanrea 
selama tahun 2012 adalah lima kasus, empat diantaranya adalah kasus 
penyitaan VCD Porno di penjual dan rental VCD, dan kasus lainnya yaitu 
penyitaan majalah, novel serta komik   yang isinya mengandung unsur-
unsur pornografi dan juga dari data tersebut dapat diketahui bahwa 
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penanganan terhadap kejahatan pornografi dalam buku pelajaran sekolah 
masih belum maksimal. 
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kejahatan Pornografi dalam 
Buku Pelajaran Sekolah di Kota Makassar. 
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pornografi dalam buku mata pelajaran sekolah di kota Makassar, antara 
lain dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh responden-responden 
yang mengetahui dan diantaranya pernah melihat kasus serupa baik 
secara langsung maupun melalui surat kabar, berita di televisi nasional, 
berita online dan media massa lainnya :  
Tabel 4 
Pendapat Responden tentang Faktor Penyebab terjadinya kejahatan 
pornografi dalam buku pelajaran sekolah di kota Makassar. 
No Faktor Penyebab Jumlah Persentase 
1 
Karena faktor  penerbit kurang 
mengetahui kurikulum pendidikan yang 
berlaku. 
6 20% 
2 
Karena faktor tim penyusun buku yang 
kurang memperhatikan tiap materi 
yang disusun dalam buku pelajaran. 
11 36.67% 
3 
 
Anggapan supaya buku tersebut laris 
di pasaran karena mengandung materi 
4 
 
13.33% 
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pornografi. 
4 
 
Kurangnya pengawasan dari Dinas 
Pendidikan terhadap isi materi buku 
pelajaran  dari pihak penerbit. 
6 
 
20% 
 
5 
 
Untuk memperkenalkan anak materi-
materi pornografi sejak dini. 
3 
 
10% 
 
 Jumlah 30 100% 
Sumber Data : diolah dari hasil wawancara dan kuisioner di lapangan, 26 
Mei-4 Juli 2013 
 
Pada tabel 4 tersebut, tiga puluh orang yang menjadi responden 
dalam proses pengambilan data terdiri dari pihak pengajar (guru), 
mahasiswa dan masyarakat. Responden-responden tersebut merupakan 
responden yang pernah melihat kasus serupa baik secara langsung 
maupun melalui surat kabar, berita di televisi nasional, berita online dan 
media massa lainnya.  Berdasarkan keterangan mereka mayoritas 
penyebab terjadinya kejahatan pornografi dalam buku pelajaran sekolah di 
kota Makassar adalah karena faktor tim penyusun buku yang kurang 
memperhatikan tiap materi yang disusun dalam buku pelajaran sebesar 
36.67%, selanjutnya karena pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap 
isi materi buku pelajaran  dari pihak penerbit yang masih kurang dan 
faktor  penerbit kurang mengetahui kurikulum pendidikan yang berlaku 
masing-masing sebesar 20%, Anggapan supaya buku tersebut laris di 
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pasaran karena mengandung materi pornografi sebesar 13.33%, dan 
Untuk memperkenalkan anak materi-materi pornografi sejak dini  10%.  
Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian baik 
berdasarkan hasil observasi maupun wawancara di lapangan, maka dapat 
diterangkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi 
dalam buku mata pelajaran sekolah di kota Makassar sebagai berikut : 
1. Faktor tim penyusun buku yang kurang memperhatikan 
setiap materi yang disusun dalam buku pelajaran sekolah. 
Tim penyusun atau yang bisa disebut sebagai pengarang buku 
adalah orang yang berperan penting dalam menentukan kualitas setiap 
buku pelajaran yang dihasilkan atas nama suatu penerbit, dan juga dari 
tim penyusun inilah label nama suatu penerbit juga bisa diperkenalkan 
dan dikenal secara umum baik oleh pihak sekolah maupun khalayak 
umum. 
Di samping itu, permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini 
yaitu termuatnya pornogrfi dalam buku pelajaran sekolah ada kaitannya 
dengan  tim penyusun atau pengarang buku dari buku pelajaran karena 
setiap materi-materi yang terdapat dalam buku peljaran itu adalah hasil 
dari susunan materi yang di rangkum oleh tim penyusun atau pengarang 
buku tersebut.  Menurut Hartina H. A.Ma selaku kepala sekolah SD Inpres 
Tamalanrea menyatakan bahwa salah satu hal yang mendasari 
termuatnya gambar-gambar yang sarat dengan pornografi seperti yang 
ditemukan di SD Inpres  Tamalanrea 1 itu dikarenakan oleh tim penyusun 
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buku  yang kurang memperhatikan setiap materi-materi yang telah 
disusun dalam buku pelajaran sekolah tersebut, atau pun kredibilitas 
pengarang buku yang masih kurang sehingga gambar-gambar yang sarat 
dengan pornografi pun masih bisa termuat dalam buku pelajaran 
sekolah.50 
Peran tim penyusun atau pun  pengarang buku pelajaran sekolah 
sangat mempunyai andil yang besar dalam kasus semacam ini termasuk 
tim editor yang masih bagian dari tim penyusun tersebut,  karena tim 
editor adalah fase terakhir sebelum buku pelajaran yang telah disusun 
akan dicetak oleh pihak penerbit, karena tentunya kembali lagi pada 
prinsip layak atau tidaknya suatu buku pelajaran untuk dipelajari itu 
tergantung dengan hail susuan materi dari tim penyusun atau pun 
pengarang buku. 
2. Pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap isi materi buku 
pelajaran  dari pihak penerbit yang masih kurang. 
Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya, karena 
beberapa kasus yang serupa yang pernah terjadi di daerah lain di 
Indonesia ini dikarenakan pengawasan dari pihak dinas pendidikan di 
daerah dalam beredarnya buku pelajaran sekolah baik itu di sekolah 
maupun di toko-toko buku itu masih sangat kurang. Hal tersebut 
dibenarkan oleh Kepala Bidang  Sarana dan Prasarana Pendidikan pada 
Dinas Pendidikan Kota Makassar Ir.Achmad Kafraw. MM, beliau 
                                                           
50 wawancara 8 juni 2013, di SD Inpres Tamalanrea 1 
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menyatakan bahwa kasus yang terjadi seperti yang ada SD Inpres  
Tamalanrea 1 salah satu faktornya karena dari Pihak Dinas Pendidikan 
yang kurang melakukan pengawasan maupun koordinasi langsung 
dengan pihak penerbit mengenai setiap buku pelajaran yang beredar di 
sekolah-sekolah dalam wilayah kota Makassar itu sendiri. Sehingga jika 
terjadi kasus sedemikian rupa, Dinas Pendidikan hanya mengintruksikan 
kepada pihak penerbit agar buku-buku pelajaran sekolah yang dianggap 
memuat pornogrfi untuk sekiranya bisa ditarik kembali dari sekolah-
sekolah yang mengunakan buku tersebut .51 
3. Faktor  penerbit kurang mengetahui kurikulum pendidikan 
yang berlaku. 
Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pornografi dalam buku pelajaran sekolah adalah karena penerbit kurang 
mengetahui  kurikulum pendidikan yang berlaku. Berdasarkan hasil 
wawancara di lapangan, seperti yang penulis paparkan dalam tabel 4. 
Beberapa responden dari pihak guru sekolah dasar mengungkapkan hal 
demikian,  hal itu didasari  bahwa buku pelajaran tidak akan memuat 
materi atuapun gambar-gambar yang sarat dengan pornografi jika pihak 
penerbit benar-benar memperhatikan isi dan tujuan kurikulum dari dinas 
pendidkan yang berlaku. Klarifikasi dari Iwan Rahmadi selaku staf dari 
pihak Penerbit Yudistura menyatakan bahwa koordinasi dengan Dinas 
Pendidikan terutama dalam kurikulum yang berlalu memang sangat minim 
karena penerbit dalam mencetak buku masih mengikuti sifat materi yang 
                                                           
51 wawancara 10 juni 2013, di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. 
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dimuat dalam buku-buku pelajaran sebelumnya dan apabila terdapat 
materi yang menyimpang itu kembali lagi pada tim penyusun atau 
pengarang buku serta tim editor buku pelajaran.52 
4. Faktor Anggapan supaya buku tersebut laris di pasaran 
karena mengandung materi pornografi. 
Menurut Kepala Unit Resort Kriminal Polsek Tamalanrea Andi 
Huseng. SH, faktor yang juga menyebabkan termuatnya materi pornografi 
dalam buku pelajaran sekolah adalah supaya bisa laris dipasaran karena 
mengandung materi pornografi. pornogarafi menurut sebagian orang bisa 
menghasilakan pendapatan. Misalnya seperti majalah “Play Boy” terbitan 
dari negara Amerika yang laku di pasaran karena membahas tentang 
seksualitas serta materi yang dapat membangkitkan hasrat yang 
menyimpang, tetapi itu yang dicari sebagian besar orang. Hal semacam 
itulah yang bisa mempengaruhi pola pikir pihak penerbit sehingga 
mencetak juga buku pelajaran yang mengandung materi-materi yang sarat 
dengan pornografi 4.   
5. Untuk memperkenalkan pada anak materi-materi pornografi 
sejak dini   
Perkembangan zaman yang semakin modern juga sangat 
berpengaruh pada kehidupan peserta didik. Contoh-contoh  budaya yang 
tidak baik saat ini dapat dengan mudah dilihat oleh siswa(i) baik melalui 
media televisi, buku, telepon seluler, internet dan lain-lain. sehingga 
                                                           
52 wawancara 20 Juni 2013 di kantor Penerbit Yudistira  
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pengenalan akan materi-materi pornografi kepada anak sejak dini melalui 
buku pelajaran yang memuat materi pornografi dianggap perlu supaya 
anak-anak bisa lebih tahu banyak tentang apa itu pornografi, akan tetapi  
jika di telaah lebih jauh, hal demikain dapat membuat anak untuk  lebih 
bisa lagi mengeksplorasi pengetahuan tersebut ke arah yang lebih 
menyimpang menurut ibu Evi Efrina selaku anggota LSM  Pemerhati Anak 
Makassar. 
Faktor-faktor tersebut di atas merupakan penyebab terjadinya 
kejahatan pornogarfi dalam buku pelajaran sekolah di kota Makassar. 
Namun demikian, penulis juga mengakui bahwa masih terdapat berbagai 
kasus-kasus lainnya yang karena keterbatasan penulis  dalam meneliti, 
maka belum dapat penulis ungkapkan lebih lengkap 
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Dalam Buku 
Pelajaran Sekolah Di Kota Makassar. 
Termuatnya materi pornografi dalam buku pelajaran sekolah 
berkaitan erat dengan pihak penerbit, sekolah dan peserta didik itu sendiri. 
Suatu proses dalam penanggulangannya pun tidak dapat hanya dilakukan 
oleh satu pihak saja, melainkan dibutuhkan partisipasi segenap pihak 
mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dinas yang terkait, 
sekolah, masyarakat dan keluarga. permasalahan lain yang timbul karena  
mempelajari buku pelajaran yang mengandung pornografi bisa mengarah 
pada penyimpangan perilaku anak atau peserta didik, juga erat kaitannya 
dengan perkembangan motorik dan sensorik anak, sehingga keberadaan 
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aktifis-aktifis atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati anak 
juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan kelayakan 
materi yang boleh dipelajari anak-anak seusia Sekolah Dasar. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di Polsek 
Tamalanrea, analisis penulis mengenai penanggulangan kejahatan 
pornografi dan kasus serupa serta upaya-upaya yang dilakukan oleh 
aparat kepolisian dalam menagani kasus pornografi adalah  : 
1. Upaya Pre-emtif 
Dalam melakukan upaya pre-emtif ini, pihak kepolisan bekerja 
sama dengan Dinas Pendidikan melakukan  pengarahan kepada pihak 
sekolah terutama kepada pihak guru untuk bisa selektif dalam 
menentukan tiap buku pejaran yang akan digunakan sebagai panduan 
dalam proses belajar-mengajar agar setiap ini isi dari buku tersebut baik 
itu berupa gambar atau kalimat tidak ada yang memuat materi pornografi, 
dan kepada pihak penerbit pihak kepolisian mengintruksikan untuk benar-
benar memperhatikan setiap buku pelajaran yang di terbitkan agar sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku serta tidak mengandung materi yang sarat 
dengan pornografi . 
2. upaya preventif 
Dalam melakukan upaya preventif  terhadap buku pelajaran yang 
memuat pornografi, pihak kepolisian dengan segera memberantas buku 
tersebut sehingga tidak terkontaminasi pada anak-anak bangsa karena 
dapat merusak generasi sebab itu pencegahannya dengan cara menarik, 
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memusnakan buku-buku pelajaran yang mengandung materi yang 
memuat kejahatan pornografi. Kemudian Menurut Kapala Unit Resort 
Kriminal Polsek Tamalanrea Andi Huseng. SH dalam upaya 
penangulangan ini perlu mengunakan metode policehazard,  dengan 
maksud metode ini adalah mencegah tidak terjadinya suatu tindak pidana 
misalnya di suatu lingkungan masyarakat, polisi berusaha mempolisikan 
masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang dia 
lakukan tidak mengarah kepada perbuatan-perbutan yang kriminal.53 
3. upaya represif 
Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum bertindak sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain upaya pre-emtif dan 
preventif seperti yang dilakukan sebelumnya, upaya selanjutnya yang 
dilakukan oleh kepolisian adalah upaya represif. Berdasarkan 
kewenangan yang dimiliki, kepolisian Sektor Tamalanrea bertindak tegas 
dengan melakukan penyitaan buku pelajaran yang mengandung materi 
pornografi sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap 
pelanggaran Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hal 
ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu anggota Babinkatibmas 
Polsek Tamalanrea Aipda Hasruddin S.H, dan Selanjutnya kepada para 
pelaku yang menyebabkan termuatnya materi pornografi tersebut, maka 
pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan 
proses-proses hukum selanjutnya. 
                                                           
53 wawancara tanggal 24 Juni 2013, di kantor Polsek Tamalanrea 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berangkat dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor  yang menyebabkan termuatnya kejahatan pornografi 
dalam buku pelajaran sekolah di kota Makassar adalah : 
a. Faktor tim penyusun buku yang kurang memperhatikan tiap 
materi yang disusun dalam buku pelajaran sekolah, dikarenakan 
tim penyusun buku  yang kurang teliti dalam menyusun setiap 
materi-materi yang telah disusun dalam buku pelajaran sekolah 
tersebut, atau pun kredibilitas pengarang buku yang masih 
kurang sehingga gambar-gambar yang sarat dengan pornografi 
pun masih bisa termuat dalam buku pelajaran sekolah  
b. Pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap isi materi buku 
pelajaran  dari pihak penerbit yang masih kurang karena 
seharusnya setiap buku pelajaran yang digunakan sebagai 
panduan proses belajar-mengajar yang beredar di sekolah-
sekolah haruslah diperiksa kelayakannya untuk dipelajari 
sehingga sama dengan kurikulum yang berlaku. 
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c. Faktor  penerbit kurang mengetahui kurikulum pendidikan yang 
berlaku karena penerbit dalam mencetak buku masih mengikuti 
sifat materi yang dimuat dalam buku-buku pelajaran sebelumnya 
dan apabila terdapat materi yang menyimpang itu kembali lagi 
pada tim penyusun atau pengarang buku serta tim editor buku 
pelajaran .  
d. Faktor Anggapan supaya buku tersebut laris di pasaran karena 
mengandung materi pornografi karena pornogarafi menurut 
sebagian orang bisa menghasilkan pendapatan. Misalnya seperti 
majalah “Play Boy” terbitan dari negara Amerika yang laku di 
pasaran karena membahas tentang seksualitas serta materi 
yang dapat membangkitkan hasrat yang menyimpang, tetapi itu 
yang dicari sebagian besar orang. Hal semacam itulah yang bisa 
mempengaruhi pola pikir pihak penerbit sehingga mencetak juga 
buku pelajaran yang mengandung materi-materi yang sarat 
dengan pornografi .   
e. Untuk memperkenalkan pada anak materi-materi pornografi sejak 
dini, didasari perkembangan zaman yang semakin modern juga 
sangat berpengaruh pada pola pikir bahwa anak-anak seusia 
sekolah dasar bisa mengetahui pengetahuan seputar pornografi 
maupun seksualitas secara khususnya.  
2. upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
dalam  mencegah termuatnya kejahatan pornografi  dalam buku 
pelajaran sekolah, antara lain : 
67 
a. Upaya Pre-emtif, dimana pihak kepolisan bekerja sama 
dengan Dinas Pendidikan melakukan  pengarahan kepada 
pihak sekolah terutama kepada pihak guru untuk bisa selektif 
dalam menentukan tiap buku pejaran yang akan digunakan 
sebagai panduan dalam proses belajar-mengajar agar setiap 
ini isi dari buku tersebut baik itu berupa gambar atau kalimat 
tidak ada yang memuat materi pornografi, dan kepada pihak 
penerbit pihak kepolisian mengintruksikan untuk benar-benar 
memperhatikan setiap buku pelajaran yang di terbitkan agar 
sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta tidak 
mengandung materi yang sarat dengan pornografi . 
b. upaya preventif, dimana pihak kepolisian dengan segera 
melakukan pemberantasan dengan cara menarik dan 
memusnakan buku-buku pelajaran yang mengandung materi 
yang memuat kejahatan pornografi  serta mengunakan 
metode policehazard,  dengan maksud metode ini polisi 
berusaha mempolisikan masyarakat sehingga masyarakat 
dapat mengetahui perbuatan yang dia lakukan tidak 
mengarah kepada perbuatan-perbutan yang kriminal. 
c. upaya represif, dimana pihak kepolisian selaku aparat 
penegak hukum bertindak sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Selanjutnya kepada para pelaku 
yang menyebabkan termuatnya materi pornografi tersebut, 
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maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan 
selanjutnya dilakukan proses-proses hukum selanjutnya. 
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis peroleh selama 
penelitian, maka penulis menganjurkan beberapa saran yang diharapkan 
dapat menjadi solusi : 
1. Bagi para guru serta orang tua siswa yang mendapati buku 
pelajaran sekolah atau alat penunjang pembelajaran lainnya yang 
mengandung kejahatan pornografi, sebaiknya segera melapor 
kepada pihak kepolisian, karena dalam menangani kasus 
pornografi  terutama dilingkungan sekolah polisi sangat 
memerlukan bantuan keterangan dari guru, orang tua siswa dan 
masyarakat secara umumnya sehingga memudahkan dalam proses 
penyidikan dan penyelidikan. penulis menangkap fenomena ini 
melihat situasi di lapangan bahwa masih banyak alat penunjang 
dalam proses mengajar yang tidak layak dipelajari yang sarat 
dengan pornografi yang berada dalam lingkungan sekolah tetapi 
tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. 
2. Khusus kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, harusnya lebih 
memperhatikan dan tetap melakukan pengawasan yang maksimal 
terhadap setiap sarana dan prasarana yang ada di setiap sekolah 
termasuk buku-buku pelajaran yang digunakan sebagai pedoman 
dalam proses belajar mengajar agar tidak terjadi lagi kasus serupa 
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seperti yang ditemukan di SD Tamalanrea 1 dan SD Kristen Elim 
Makassar  tempat penulis melakukan penelitian. 
3. Sebaiknya Pihak penerbit terutama kepada tim penyusun atau 
pengarang buku, juga kepada tim editor sebagai bagian dari itu 
agar dalam menyusun suatu buku pelajaran sesuai dengan 
kurikulum dan kebutuhan pengetahuan anak seusia sekolah dasar 
sehingga materi-materi pelajaran yang menyimpang tidak 
dicantumkan dalam buku pelajaran tersebut. 
4. Kepada pihak kepolisian jika mendapati kasus seperti di atas selain 
melakukan penyitaan buku, harusnya melakukan proses hukum 
yang berlaku terutama kepada pihak penerbit secara umumnya dan 
tim penyusun atau pengarang buku serta tim editor secara khusus. 
kemudian kepada pihak pemerintah perlu menciptakan sebuah 
undang-undang yang mengatur tentang penerbitan buku bercermin 
dari maraknya buku-buku pelajaran, majalah, novel, komik serta 
bacaan lain yang mengandung beberapa memuat materi pornografi 
dan kejahatan lainnya yang beredar dalam kalangan masyarakat. 
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